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WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAg p 8
NOMOR 6
TAHUN 2011 ERATURAN WALIKOTA MAGELANG

TENTANG pENy GSI BADAN
ABARAN TUGAS DAN FUN
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka
Perlu mengubah tugas, fungsi, dan uraian tugas pada
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi pada Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi pada Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42806);
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Undz—xng-undu“g Nomor 1 Tahun 2004 ten:iﬁi
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repbaran
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Ul\dﬂng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta;li
Pembentukan ~ Pperaturan Perundang-unda;g .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun el
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4389);

n
+ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 0014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhl:1
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan BRe
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-U}:ldang Nomor 23 Tahun 2014 temi?lg{
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha’;l
Lembaran Negara Repuhllk Indonesia NOI’]:IOI' 558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 U TR
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik tdgnesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11(.}’
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2016 Nomor 595);
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2011
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6'8 T:E: I‘lBadam
lentang Penjabaran Tugas dan Fungs! Pl::rlindunga“
Kesatuan Bangsa, Politik dan Jang Tahun
Masyarakat (Berita Daerah Kota Mage
2011 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

TAS
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN A

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 68 TA;{:}J;
2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FU DAN
BADAN  KESATUAN BANGSA,  POLITIK
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 68
Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi pa<.:1a Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah
Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa
dan politik.

. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksufl dalam
Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politk Dan Perlindungan
Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kesatuan

bangsa, dan politik;

b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,
pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian
badan;

Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional
di lingkup tugasnya.
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e diubah,

3. l\’clcnluun dalam |
berbuny!

sedangkan huruf |
sebagai berikyy .

Pasal 5 huruf a, huruf b dan hL'lruf
L, huruf i dan huruf j dihapus sehingga

Pasal 5

Rincian (yg ¥ T AR
M“Syfll‘u1::%‘:1{21a.i?1§l;ml Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlin '
g (r\lllec*mmusktm visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategls
b, Mt,l}:;‘il)‘g““ Rencana Kerja (Renja) pada Badan;
politil aan kebijakan teknis di bidang kesatua e at
K yang meliputi hubungan antar lembaga dan ke

o S Pengkajian masalah strategis daerah;

S‘Lflt\gkoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan

Serta urusan ymy ian badan;

d. Mcngl«)ordinasika:: d;ne:gg\igi‘i”aéir;bmengendalikan program
dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;

- 24011}'e1enggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan

: idang kesatuan bangsa dan politik; . .

‘ Menyelenggarakan koordinasi dengan institusi terkait dalam
rangka stabilitas pemerintahan daerah dan pengkajian masalah
Strategis daerah;

& MVeny clenggarakan  koordinasi dan komunikasi ~dengan
organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasaq
ded lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi
dalam rangka pemeliharaan kehidupan bermasyarakat;

n bangsa dan
uan

h. Dihapus;
1. Dihapus;
J.  Dihapus;
k.

Memberikan  rekomendasi jjin keramaian umum .dan'

penelitian/survei  serta keterangan terdaftar bagi organisasi

politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi;

. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses
pengadaaan barang/jasa di lingkup badan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan;

n. Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
masukan;

0. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;

P. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

atasan.

. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang
pengkajian masalah strategis daerah.
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5, Ketentuan P

| _— Jangkan
i asnl 29 huruf a, huruf b dan huruf g diubah, sedang
huruf | diha ’

pus m!hinugu b(:rl,u“yj sehagai herikut:

Lt Pasal 29
Perlindungsy 344 Pengiajan Masa
§ asyarakat adalah :

a. Menyusyn rencana pr . dan kegiatan Pe
Strategis Ducmh; IR B Wey

b. l'\”flcl;ldg:n;l::s da'n mengkaji data dan info.”n??i
il iy ‘rr’lusan kebijakan teknis terkait Peng

818 Dacrah;

¢. Menyelia pelaksanaan  monitoring ~ dan
pcr}cf:mbangan situasi dan stabilitas daerah serta S
politik wilayah kota; dasi

d. Mclaksanakan kajian terhadap pengajuan untuk rekomendas
Uin keramaian umum dan penelitian survey;

¢. Menyusun rencang tindakan dan menyiapkan
ISU-1su negatif Daerah; . di

f.  Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan afk
kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewasp adadt
dini,  kerjasama intelijen  keamanan, bina masyarak’a ;
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik P"mer,'mah;n’
peénanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing skala kota; P

g Meningkatkan kapasitas aparatur dalam hal kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala
kota;

h. Mengkoordinasikan fasilitasi penanganan pencegahan,
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran  gelap
narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obat terlarang dan
bahan adiktif lainnya;

. Dihapus; :

j- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan pemilihan umum
legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta
pemilihan umum Kepala Daerah;

k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan; .

. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan masukan;

m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

ah Strategis Dacrah dan
ngkajian Masalah

lainnya scbagal
kajian Masalah

pcmanwl:lan
tabilitas

bahan jawaban

s

. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33
Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perliqdungan
Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas
melaksanakan urusan sub bidang pemeliharaan keamanan, dan

ketertiban,
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7. Ketentuan Pasal 34 hyryr a, huruf b dan huruf e e
berbunyi Sebagaj berikut:

Pasal 34

Dalam ~ehyelenggarakan tugas sebagaimana difax Ketertiban,
Pasz.al Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan’n
Perlindungap Masyarakat dan Penanggulangd

Keamanan dan Ketert; iatan
rtiban, an kegid
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksana

Pemeﬁharaan Keaman H . 3
an dan Ketertiban; ban.
¢ Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertl

1 1 bah’
8. Ketentuan Pasal 35 hyryr a, huruf b, huruf ¢ dan hum;l :il;llapus
sedangkan sedangkan huruf d sampai dengan huruf
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Rincian tugas Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, léetlearﬁl?am

Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana a alihaliaan

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Peme
Keamanan dan Ketertiban; - :

b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagaaln ba};‘;ﬁ
perumusan kebijakan teknis pemeliharaan keaman
ketertiban; isoordinast

C. Merencanakan dan melaksanakan koor ) ;

pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakl

presiden serta pemilihan umum kepala daerah;

Dihapus;

Dihapus;

Dihapus;

Dihapus;

Dihapus;

Melallzsanakan pengamatan, pemantauan dan pemetaan daerah

rawan konflik sosial; .

Memfasilitasi dan memberdayakan l:;leran dan fungsi forum

kewaspadaan dini masyarakat di daerah; )

k. Membepri petunjuk, mzngawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas bawahan; .

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan masukan;

m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; it 5

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan ole

atasan.

pengamanan

M e

.

»
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Peraturan waj; e Pasal II
alikota jnj mulaj ber] >
rlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap o
ran
8 dapat mengetahyinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walik
ota inj
Magelang. Il dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 2/ Nopember
2016

IKOTA MAGELANG,

SICIT WIDYOXINDITO

Dil;ndangkan di Magelang
pada tanggal 2/ Nopember 2016

SEKRETARI BiA
KOTA &

SUGIHARTO

BERITA D
AERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR £4
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